SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI KELAS B
SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, perlu adanya
ukuran-ukuran yang distandarisasi dan dilakukan secara
berkala, terstruktur serta penanggungjawab yang  jelas, yang
dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Rumah Sakit Umum
Daerah Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara
Penuh;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4.Undang-Undang .........
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11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14 .Peraturan .........
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4741);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal,

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8), Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI
KELAS B SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
SECARA PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.



-4-
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang selanjutnya disingkat
RSUD Ciawi adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Badan
Layanan Umum.

5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi selanjutnya disebut
Direktur RSUD Ciawi adalah Kepala Rumah Sakit Daerah Ciawi
Kabupaten Bogor.

6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Ciawi yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Ciawi adalah
Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
penerimaan fungsionalnya untuk menutupi biaya operasional
dan pemeliharaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi perencanaan dan
penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan
dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang,
investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta
pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
yang disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

9. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Pelayanan
Keperawatan, Penunjang Medis dan Non Medis dengan
mempergunakan bahan atau alat yang diberikan kepada
pasien.

10. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang
tolok ukur layanan minimum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan guna memberikan
standar pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan
rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian
jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Ciawi.

Bagian Kedua .........
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Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Standar Pelayanan Minimal ini adalah :

a.

b.

terlaksananya peningkatan status kesehatan individu melalui
pelayanan yang bermutu dan terjangkau;

terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang
sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap
mengedepankan masalah aksesibilitas masyarakat;

terlaksananya penerapan standar pelayanan minimal agar
dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola rumah sakit
dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan,
pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di RSUD Ciawi
adalah sebagai berikut :

a.

Standar Pelayanan Klinis :

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD);

Instalasi rawat jalan;

Instalasi rawat inap;

Instalasi bedah sentral;

Instalasi perawatan Intensif/ Intensive Care Unit (ICU),
Instalasi rehabilitasi medik;

Instalasi Pemulasaraan Jenazah;

Instalasi Laboratorium Klinik;

0O Nk WD

Instalasi Radiologi;
. Instalasi Maternal dan Neonatal;

—_
— O

. Instalasi Farmasi;

—
N

. Instalasi Bank Darah;

—
W

. Ambulans dan Kereta Jenazah;

—
N

. Instalasi Gizi;

—
)1

. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS); dan

—
(o)}

. Central Sterilization System Department (CSSD) dan laundry
Rumah Sakit.

b.Standar .........
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Standar Pelayanan Manajemen :
Wakil Direktur Administrasi;
Bagian Tata Usaha;

Bagian Keuangan;

Wakil Direktur Pelayanan;
Bidang Medik;

Bidang Keperawatan,;
Komite Medik;

Komite Keperawatan;

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3 RS);
dan

10. Tim Diklat.

O 0N A b=

Pasal 5

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 wajib memenuhi persyaratan :

fokus pada pelayanan;

a
b. terukur;
c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.

Fokus pada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang
terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Ciawi.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

(4)

(9)

(6)

merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan  kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
pemanfaatannya.

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan
dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD
Ciawi.

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang
telah ditetapkan.
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Pasal 6

Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Direktur RSUD Ciawi.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI BOGOR,
ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA  DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

IAN

PERUNDANG-UXDANGAN,

HERISON



